
 

  

 

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  
No.834, 2015 KEMENHUB. Lalu Lintas. Manajemen dan 

Rekayas. Pelaksanaan. Pedoman. Pencabutan. 
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Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan 

dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5468); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 .Nomor 8); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1113); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN DAN 

REKAYASA LALU LINTAS. 

Pasal 1 

(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, 
pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam 

rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi kegiatan: 
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a. perencanaan; 

b. pengaturan; 

c. perekayasaan; 

d. pemberdayaan; dan 

e. pengawasan. 

(3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan tanggung jawab: 

a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana 
lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional; 

b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan 
nasional; 

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan 
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa; 

d. gubernur untuk jalan provinsi; 

e. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan 

f. walikota untuk jalan kota. 

(4) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan 
petugas yang mempunyai kompetensi di bidang manajemen dan 

rekayasa lalu lintas. 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang menjadi kewenangan 

instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan. 

(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana 
lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional; 

b. gubernur untuk jalan provinsi; 

c. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan 

d. walikota untuk jalan kota. 

Pasal 3 

(1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas. 
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(2) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 4 

(1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilakukan dengan cara: 

a. penetapan prioritas angkutan massal; 

b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki; 

c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; 

d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas; 

e. pemaduan berbagai moda angkutan; 

f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan; 

g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau 

h. perlindungan terhadap lingkungan. 

(2) Tata cara pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan 

nasional yang berada di kota dan ibukota kabupaten dapat 

dilakukan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan 
nasional yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

dapat dilakukan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 

(3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu kegiatan perencanaan dan 
perekayasaan. 

(4) Tata cara pemberian persetujuan dan format surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 6 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan teknis atas 

pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
Di Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Juni 2015 

MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

IGNASIUS JONAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Juni 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

YASONNA H. LAOLY 
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